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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Target dan realisasi pendapatan 

pajak hotel; (2) Target dan realisasi pendapatan pajak hiburan; (3) Target dan 

realisasi pendapatan pajak BPHTB; (4)  Efektivitas pendapatan pajak hotel, pajak 

hiburan, dan pajak BPHTB; (5) Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pendapatan 

pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak BPHTB; (6) Upaya untuk mengatasi hambatan 

yang mempengaruhi pendapatan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak BPHTB. 

Subyek penelitian ini adalah adalah Pegawai bagian Pendapatan PBB dan Non 

PBB. Objek penelitian ini adalah pendapatan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak 

BPHTB. Data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara 

terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan 

deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pajak hotel tidak mencapai target; (2) 

pajak hiburan tidak mencapai target; (3) pajak BPHTB tidak mencapai target; (4) 

Pajak hotel 93,14% efektif, pajak hiburan 87,97% cukup efektif, pajak BPHTB 76,59 

kurang efektif;  (5) Hambatan untuk pajak hotel: adanya larangan dari Bupati Kulon 

Progo bagi SKPD untuk tidak melakukan kegiatan rapat di hotel, sedikitnya  hotel di 

Kabupaten Kulon Progo, dan sering adanya operasi Penyakit Masyarakat (PeKat) dari 

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) ke hotel-hotel. Pajak hiburan: 

penyelenggaraan pagelaran kesenian dan musik kebanyakan tidak dipungut biaya 

masuk, dan Batalnya penyelenggaraan balap kendaraan bermotor. Pajak BPHTB: 

adanya rencana pembangunan pabrik dan perluasan pabrik yang belum direalisasikan 

ditahun 2014, dan tingginya perkiraan target pendapatan pajak BPHTB di tahun 

2014; (6) Upaya untuk mengatasi hambatan pajak hotel: Sebaiknya larangan untuk 

tidak boleh rapat di hotel dicabut, Sebaiknya pemerintah setempat mengembangkan 

sektor pariwisata, Sebaiknya pengusaha hotel melakukan promosi untuk menarik 

pelanggan. Pajak hiburan: Sebaiknya  menciptakan hiburan yang dapat menarik 

masyarakat, sebaiknya memperketat keamanan saat ada acara hiburan. BPHTB: 

pemberian ganti rugi diberikan sesuai dengan kerugian yang didapatkan masyarakat. 




